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ABSTRACT 
Indonesia has great potential for renewable energy advancement due 
to its abundant natural resources. Indonesia has committed to 
transforming the energy sector in line with global goals to achieve 
net-zero emissions, following the ratification of the Paris 
Agreement. To accelerate the reduction of coal-fired power plants 
and facilitate the energy transition, the government has 
implemented Presidential Regulation Number 112 of 2022 (PR 112 of 
2022) aimed at accelerating the cessation of coal-fired power plant 
usage. However, the regulation provides exceptions for coal-fired 
power plants that meet the criteria as mentioned in Article 3. This 
exception has actually become a boomerang for Indonesia in 
achieving net-zero emissions that are environmentally just. This 
study aims to analyse the synchronisation issues between 
Presidential Regulation No. 112 of 2022 and other policies, as well as 
to identify the obstacles faced by Indonesia due to the absence of 
comprehensive regulations related to renewable energy 
development. This study uses normative legal research methods, 
employing a statutory approach and a conceptual approach. The 
research findings indicate a lack of synchronisation between various 
government policies regarding the energy transition, and Indonesia 
still faces many challenges due to the current Presidential Regulation 
No. 112 of 2022, which is not comprehensive enough to serve as a 
guideline for the development of renewable energy in the electricity 
sector in Indonesia. 
Keywords: Net Zero Emissions; renewable energy; Presidential 
Decree 112 of 2022; policy synchronisation. 
 

ABSTRAK  
Indonesia memiliki potensi besar untuk kemajuan energi terbarukan 
karena sumber daya alamnya yang berlimpah. Indonesia telah 
berkomitmen untuk mengubah sektor energi sesuai dengan tujuan 
global mencapai emisi nol bersih, setelah ratifikasi Perjanjian Paris. 
Untuk mempercepat pengurangan pembangkit listrik batu bara dan 
memfasilitasi transisi energi, pemerintah telah menerapkan 
Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 (Perpres 112 Tahun 2022) 
yang yang bertujuan untuk akselerasi penghentian penggunaan PLTU 
Batu bara. Namun, peraturan tersebut memberikan pengecualian 
terhadap PLTU Batu bara yang memenuhi syarat sebagaimana 
disebutkan dalam Pasal 3. Pengecualian ini justru menjadi bumerang 
bagi Indonesia dalam mencapai emisi nol bersih yang berkeadilan 
lingkungan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis masalah 
sinkronisasi antara Perpres 112 Tahun 2022 dan kebijakan lainnya, 
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serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi Indonesia karena 
ketiadaan peraturan terkait pengembangan energi terbarukan yang 
komprehensif. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum 
normatif, menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan 
dan pendekatan konseptual. Temuan penelitian menunjukkan 
terdapat ketidaksinkronan antar kebijakan pemerintah yang satu 
dengan lainnya tentang transisi energi, dan Indonesia masih memiliki 
banyak tantangan sebagai akibat dari Perpres 112 Tahun 2022 yang 
berlaku saat ini tidak cukup komprehensif untuk menjadi dasar 
pedoman pengembangan EBT sektor ketenagalistrikan di Indonesia. 
Kata Kunci: emisi nol bersih; energi terbarukan; Perpres 112 
Tahun 2022; sinkronisasi kebijakan. 

 
 
PENDAHULUAN 

Seluruh dunia saat ini menghadapi krisis iklim yang semakin memburuk. Menurut laporan 
terbaru, bumi tidak hanya mengalami pemanasan global, tetapi juga telah mencapai keadaan 
pembekuan global (Annisa et al., 2023). Kondisi ini telah menjadi masalah global yang serius. 
Alasannya adalah karena perubahan iklim memiliki dampak negatif yang signifikan pada 
kehidupan manusia dan lingkungan. Pemanasan global disebabkan oleh berbagai faktor, 
terutama emisi karbon yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Kegiatan ini mencakup aktivitas 
manusia dalam pengoperasian industri yang menghasilkan limbah dan polusi, penggunaan 
kendaraan yang bahan bakarnya masih bersumber dari energi konvensional, pembangkit listrik 
yang masih bergantung pada batu bara atau bahan bakar fosil sebagai sumber energi utamanya, 
dll (Pusparini et al., 2023). Menurut laporan data statistic yang diungkapkan oleh International 
Energy Agency, per tahun 2022 sektor energi yang terkait erat dengan pengadaan energi listrik 
menjadi sektor penyumbang emisi gas rumah kaca (GRK) terbesar dengan persentase mencapai 
45,5% yang selanjutnya disusul oleh sektor industri dan sektor transportasi, masing-masing 
mencapai persentase sebesar 24,6% dan 22,5% dari total emisi gas rumah kaca yang terlepas ke 
atmosfer yang dihasilkan oleh seluruh sektor (IEA, 2022). 

Indonesia adalah salah satu negara yang menandatangani Perjanjian Paris pada 22 April 
2016. Perjanjian Paris adalah bagian dari Konvensi Kerangka PBB tentang Perubahan Iklim 
(UNFCCC) dan berfokus pada mengurangi emisi GRK, beradaptasi dengan perubahan iklim, dan 
memberikan dukungan keuangan di tingkat global. Kesepakatan tersebut dicapai di Paris pada 
tahun 2015. Peratifikasian Perjanjian Paris sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 16 Tahun 
2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on 
Climate Change menunjukkan bahwa Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi GRK 
sebesar 29% pada tahun 2030, terlepas dari tingkat upaya atau bisnis seperti biasa (Business as 
Usual/BAU). Komitmen ini dapat ditingkatkan menjadi 41% dengan bantuan kerjasama 
internasional (Rizkiawan & Prakoso, 2022). 

Pemerintah Indonesia telah menerapkan beberapa inisiatif untuk memastikan 
keberhasilan pelaksanaan komitmen yang dinyatakan dalam Perjanjian Paris. Implementasi 
pajak karbon, seperti yang diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang 
Harmonisasi Regulasi Pajak (UU HPP), telah secara konsisten ditunda sejak dimulai (Saputra et 
al., 2023). Konsep perdagangan karbon, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden 
Nomor 98 Tahun 2021 dan peraturan turunannya. Strategi ini memiliki kerangka kerja yang 
menarik, tetapi telah terbukti tidak efektif dan pada kenyataannya justru menimbulkan 
komplikasi baru dalam upaya mengurangi emisi GRK. Hal tersebut disebabkan karena 
pelaksanaan kebijakan perdagangan karbon menganut prinsip pencemar membayar (Polluter 
Pay Principle). Prinsip pencemat membayar memungkinkan perusahaan untuk memproduksi 
lebih banyak polutan jika mereka telah membeli kredit karbon dari industri lain dengan tingkat 
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polusi yang lebih rendah (Feng et al., 2024). Konsep semacam ini dapat menawarkan solusi 
instan yang menghalangi dan menunda pencapaian target transisi energi selaras komitmen pada 
Perjanjian Paris, dikarenakan perusahaan bersaing untuk mengklaim kesejahteraan lingkungan 
mereka dengan memperoleh sejumlah besar kredit karbon yang, pada kenyataannya, tidak 
lebih dari label ramah lingkungan yang menyesatkan (Eijkern, 2023). 

Sebagai langkah tambahan, pemerintah telah menerapkan kebijakan elektrifikasi yang 
bertujuan untuk mempromosikan percepatan program kendaraan bermotor listrik bertenaga 
baterai seperti yang diuraikan melalui Undang-Undang Nomor 55 tahun 2019. Kebijakan ini 
memberikan kelonggaran berupa pemberian insentif pajak pertambahan nilai kepada 
masyarakat untuk setiap pembelian kendaraan listrik (Lipu et al., 2022). Tujuannya adalah 
bahwa dengan menawarkan insentif ini, warga dapat beralih ke menggunakan kendaraan listrik 
yang dianggap lebih ramah lingkungan karena minimnya emisi yang dihasilkan. Terlepas dari 
apa yang mungkin dibayangkan, kendaraan listrik masih bergantung pada sumber listrik. 
Terlebih lagi, saat ini pemenuhan kebutuhan energi listrik di Indonesia masih dihasilkan dengan 
menggunakan pembangkit listrik uap berbasis energi konvensional seperti batu bara. 

Melihat urgensi penyelesaian permasalahan krisis iklim, sektor ketenagalistrikan yang 
menyediakan energi listrik masih menjadi sektor penyumbang emisi GRK terbesar, dan belum 
adanya aturan yang orientasi utamanya pada pengembangan energi terbarukan, Pemerintah 
Indonesia pada tahun 2022 meresponnya dengan menerbitkan Perpres 112 Tahun 2022 tentang 
Percepatan Pengembangan Energi Trerbarukan untuk Penyediaan Tenaga Lstrik. Perpres 112 
Tahun 2022 pada dasarnya mengatur tiga bahasan utama, yaitu pengembangan energi 
terbarukan, kebijakan harga pembelian tenaga listrik yang memanfaatkan sumber energi 
terbarukan, dan percepatan pengakhiran masa operasional pembangkit listrik berbasis energi 
konvensional (Halimatussadiah et al., 2024). Namun, Perpres ini masih menimbulkan 
problematika hukum karena adanya ketidaksinkronan kebijakan antar sektor dalam 
pemerintahan. Kurangnya sinkronisasi kebijakan antara sektor satu dengan sektor lainnya justru 
menguntungkan para pelaku usaha industri yang mengupayakan penyediaan listriknya sendiri 
dengan menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara, tetapi 
menghambat pencapaian target transisi energi Indonesia sesuai dengan janji yang dibuat dalam 
ratifikasi Perjanjian Paris (Reyseliani et al., 2024).  

Berdasarkan latar belakang di atas, artikel ini bertujuan untuk mengkaji problematika 
hukum yang ditemui dalam Perpres 112 Tahun 2022, khususnya yang diuraikan dalam ketentuan 
Pasal 3. Selain itu, artikel ini juga akan meninjau tantangan yang ditemui sebagai akibat dari 
kurang komprehensifnya pengaturan transisi energi sebagaimana tertuang dalam Perpres 112 
Tahun 2022.  

 
METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Metode ini 
menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi problematika hukum yang ditemui dalam Perpres 
112 Tahun 2022 yang berorientasi untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan di 
sektor ketenagalistrikan untuk memenuhi misi Indonesia menuju transisi energi yang 
berkelanjutan. Penelitian ini akan berfokus pada sinkronisasi kebijakan di Indonesia dan 
tantangan yang dihadapi dalam implementasi Perpres 112 Tahun 2022. Penelitian hukum ini 
menggunakan teknik studi literatur yang menyelidiki data sekunder yang terdiri dari bahan 
hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan, meliputi 
Peraturan Perundang-undangan atau dokumen pemerintah lainnya, seperti Peraturan 
Perundang-undangan yang berkaitan dengan pengembangan energi terbarukan dan percepatan 
pengakhiran masa operasional PLTU batu bara bersamaan dengan dokumen hukum terkait 
lainnya. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan, seperti buku-buku, skripsi, tesis, jurnal 
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atau artikel, publikasi ilmiah, hasil penelitian, laporan, dan sumber lain yang relevan dengan 
bahasan penelitian. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
Problematika dan Celah Hukum dalam Peraturan Presiden 112 2022 

Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memerintahkan supaya negara 
menjamin hak setiap orang untuk hidup layak yang sejahtera secara lahir batin, memiliki 
tempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta hak memperoleh 
pelayanan kesehatan. Jaminan atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dimulai dengan 
tersedianya kualitas tanah, air, dan udara yang memadai, bukan yang dipenuhi dengan zat-zat 
polutan berbahaya yang seringkali berasal dari aktivitas manusia yang tidak dibatasi oleh 
negara. Ketentuan Pasal 33 UUD 1945 mengamanatkan pengelolaan seluruh sumber daya alam, 
baik yang ada di bumi, air, udara, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya harus dijamin untuk 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal ini menjadi landasan bagi pemerintah dalam 
menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan energi yang fokus pada kemanfaatan, keadilan, 
dan keberlanjutan dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan rakyat. 

Menurut Laporan Climate Transparency Indonesia tahun 2022, katalis utama emisi GRK 
Indonesia adalah pembakaran bahan bakar fosil yang menghasilkan pelepasan CO2. Sektor 
energi atau ketenagalistrikan menyumbang 43% dari total emisi CO2, sementara transportasi 
dan industri menyumbangkan 25% dan 23% masing-masing(Santika, 2023). Produksi listrik di 
sektor ketenagalistrikan Indonesia terutama bergantung pada sumber energi konvensional yang 
tidak terbarukan, seperti batu bara, minyak bumi, gas alam, dll. 

Melihat Indonesia yang berada di wilayah yang dilalui garis katulistiwa serta berada dalam 
rangkaian ring of fire sehingga kaya akan potensi sumber daya alam dan energi yang melimpah. 
Bersamaan dengan itu, menyadari pentingnya penggantian Pembangkit Listrik  batu bara 
menjadi Pembangkit Listrik yang berasal dari energi baru terbarukan, seperti air, angin, 
matahari, dll, pemerintah Indonesia menerbitkan Perpres 112 Tahun 2022. Dikeluarkannya 
Perpres 112 Tahun 2022 merupakan wujud komitmen pemerintah Indonesia untuk segera beralih 
dari energi konvensional menuju penggunaan energi baru terbarukan dengan memanfaatkan 
potensi yang ada. 

Terbitnya Perpres 112 Tahun 2022 tidak serta merta menyelesaikan seluruh masalah 
menuju tercapainya komitmen transisi energi menuju emisi nol bersih di tahun 2060. Masih 
terdapat beberapa celah hukum yang ditemukan di dalamnya, tetapi pada pembahasan ini 
penulis akan mengkaji permasalahan dengan lebih berfokus pada ketentuan Pasal 3 Perpres 112 
Tahun 2022. Alasan yang melatarbelakanginya karena pasal tersebut adalah bagian yang paling 
berkaitan dengan aturan tentang pembatasan penggunaan PLTU batu bara sebagai bagian dari 
sektor ketenagalistrikan yang menjadi penyumbang terbesar gas CO2.  

Adapun Pasal 3 ayat (4) Perpres 112 Tahun 2022 berbunyi: 
“ Pengembangan PLTU baru dilarang kecuali untuk: 

a. PLTU yang telah ditetapkan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 
sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini; atau 

b. PLTU yang memenuhi persyaratan: 
1. Terintegrasi dengan industri yang dibangun berorientasi untuk peningkatan 

nilai tambah sumber daya alam atau termasuk dalam Proyek Strategis 
Nasional yang memiliki kontribusi besar terhadap penciptaan lapangan 
kerja dan/atau pertumbuhan ekonomi nasional; 

2. Berkomitmen untuk melakukan pengurangan emisi gas rumah kaca minimal 
35% (tiga puluh lima persen) dalam jangka waktu 1O (sepuluh) tahun sejak 
PLTU beroperasi dibandingkan dengan rata-rata emisi PLTU di Indonesia 
pada tahun 2021 melalui pengembangan teknologi, carbon offset, dan/atau 
bauran Energi Terbarukan; dan 
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3. Beroperasi paling lama sampai dengan tahun 2050.” 
Terdapat pernyataan larangan untuk Pembangunan PLTU baru, tetapi di saat yang 

bersamaan terdapat pengecualian. Poin a pada pokoknya menyebutkan bahwa pembangunan 
terhadap PLTU sebagaimana telah disebut dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 
(RUPTL) yang ada sebelum Peraturan Presiden ini berlaku, tidak dilarang. 

Baru-baru ini RUPTL, berjudul “Green RUPTL,” dirilis pada tahun 2021. Dari total yang 
diusulkan 40.6 GW yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan listrik yang akan datang, 50% 
(19,6 GW) bergantung pada bahan bakar fosil. Ekspansi kapasitas ini tidak selaras dengan 
rencana transisi energi menuju emisi nol bersih yang ambisius dan kemungkinan akan 
memperburuk kelebihan pasokan listrik di beberapa wilayah. Dalam jaringan kelistrikan Jawa-
Bali, di mana sebagian besar kapasitas ini direncanakan, PLN memprediksi bahwa kelebihan 
pasokan akan tumbuh sebesar 61% karena konstruksi pembangkit listrik tambahan 13 GW yang 
bergantung pada bahan bakar fosil. Presiden Jokowi telah menekankan bahwa Pemerintah 
hanya akan mengizinkan PLTU baru jika telah mendapatkan persetujuan keuangan atau sudah 
dalam tahap pembangunan. Namun, beberapa pembangkit listrik dengan status Power Purchase 
Agreement (PPA) dan Commercial Operating Date (COD) yang dijadwalkan untuk 2024 atau 
setelahnya belum dibatalkan pada RUPTL 2021-2030 (Prasetiyo et al., 2023). 

PLTU lain yang tidak termasuk dalam RUPTL, tetapi tetap memenuhi kriteria 
diperbolehkannya pengembangan PLTU baru sesuai amanat Pasal 3 ayat (4) huruf b Perpres 112 
Tahun 2022, antara lain: 1) Terhubung dengan sektor penting yang mampu meningkatkan nilai 
sumber daya alam atau disesuaikan dengan Proyek Strategis Nasional, yang memiliki potensi 
untuk menghasilkan peluang kerja dan merangsang pertumbuhan ekonomi nasional; 2) Pelaku 
usaha  dapat membangun PLTU baru dengan syarat bahwa mereka dapat menjamin pengurangan 
35% emisi gas rumah kaca dalam dekade pertama operasi; serta 3) PLTU yang memenuhi 
persyaratan yang disebutkan sebelumnya dapat terus dibangun dan beroperasi sampai tahun 
2050.  

Penting untuk dicatat bahwa di era pemerintahan Joko Widodo, dikenal kebijakan 
hilirisasi yang mulai diterapkan pada sektor tambang demi untuk meningkatkan nilai tambah 
komoditas mentah, mengurangi ketergantungan Indonesia pada produk jadi (bernilai tambah) 
hasil impor dari luar negeri, mengubah orientasi para pelaku usaha yang hanya berfokus pada 
kegiatan ekspor bahan mentah, mendorong industrialisasi dan peningkatan investasi, serta 
meningkatkan pendapatan negara dan menghadapi ketegangan geopolitik dunia. Kebijakan 
hilirisasi sudah diberlakukan sejak tahun 2020 dengan produk yang dominan dihasilkan oleh 
Indonesia adalah produk olahan nikel (Wau et al., 2024). Bersamaan dengan berkembang 
pesatnya usaha hilirisasi pemerintah, kebutuhan akan pembangunan smelter-smelter 
berkapasitas besar dan kompleks untuk mengolah nikel menjadi produk bernilai tambah juga 
menunjukkan peningkatan jumlah yang signifikan. Akan tetapi yang menjadi permasalahannya 
adalah smelter-smelter dalam program hilirisasi Indonesia sebagian besar masih bergantung 
pada penggunaan bahan bakar batu bara yang tidak ramah lingkungan (Illahi, 2022). 

Apabila disandingkan dengan program hilirisasi nikel pemerintah, pemberian kelonggaran 
pembangunan atau pengoperasian PLTU sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Perpres 112 Tahun 
2022 tidak hanya membawa dampak terhadap pihak pemerintah yang mengelola sektor 
ketenagalistrikan seperti PLN (penyedia tenaga listrik on grid), tetapi pihak swasta (penyedia 
tenaga listrik off grid) yang menjadi pelaku usaha ketenagalistrikan juga ikut terdampak. Pasal 
tersebut memberikan keleluasaan pada pelaku usaha swasta untuk tetap mempergunakan 
maupun mengembangkan PLTU untuk kebutuhan smelter-smelter usahanya sepanjang dapat 
berkontribusi pada peningkatan nilai tambah yang secara tidak langsung mampu memberi 
tambahan pemasukan bagi negara. PLTU yang demikian biasa disebut dengan PLTU Captive. 
Jadi, di sini terdapat kontradiksi antara komitmen menuju target emisi nol bersih Indonesia 
melalui inisiasi pensiun dini PLTU di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Perpres 112 Tahun 
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2022 dengan komitmen untuk memajukan perekonomian Indonesia yang diinisiasi dengan 
kebijakan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah pada produk tambang. 

 

 
Gambar 1. Pertumbuhan tahunan kapasitas operasi PLTU PLN, IPP, dan Captive dari tahun ke 

tahun, (Parapat & Hasan, 2023) 
 

Berdasarkan data di atas, kapasitas terpasang PLTU Captive batu bara yang semula 1,4 
gigawatt pada 2013 meningkat pesat menjadi 10,8 GW pada 2023. Sedangkan jika merangkum 
data dari Global Energi Monitor (GEM) masih ada rencana penambahan 14,4 GW PLTU Captive 
batu bara untuk memberi tenaga smelter-smelter guna hilirisasi mineral di Indonesia (Parapat 
& Hasan, 2023). 

Pesatnya peningkatan pembangunan smelter PLTU Captive batu bara oleh pelaku industri 
swasta yang tidak diawasi secara ketat oleh pemeritah justru bertolak belakang dengan 
komitmen dalam substansi Perpres 112 Tahun 2022. Di satu sisi, pemerintah melalui Perpres 
112 Tahun 2022 berkomitmen untuk mempercepat pengembangan energi baru terbarukan dan 
melakukan pensiun dini PLTU batu bara, tetapi di sisi lain Perpres juga memberikan kesempatan 
bagi para pelaku indsutri swasta untuk membangun PLTU Captive batu bara baru dengan dalih 
untuk memaksimalkan potensi hilirisasi mineral yang dapat mendongkrak perekonomian 
Indonesia. Terlebih lagi, terhadap seluruh jenis PLTU batu bara sepanjang memenuhi 
persyaratan yang disebutkan dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a dan b dapat beroperasi paling lama 
sampai dengan tahun 2050.  

Penjelasan di atas menyoroti tidak sinkronnya antar aturan dan kebijakan mengenai 
komitmen Indonesia untuk mendukung aksi iklim global seperti yang dijelaskan dalam 
Perjanjian Paris. Kebijakan di satu sektor bertentangan dengan yang ada di sektor lain sehingga 
menimbulkan ketidakpastian hukum. Pelaku usaha industri memprioritaskan keuntungan 
keuangan mereka sendiri yang cenderung mengorbankan perlindungan dan konservasi 
lingkungan. Namun, pemerintah gagal memberikan pedoman yang jelas, pembatasan, dan 
pengawasan yang efektif untuk memastikan pelaku usaha industri secara aktif berkontribusi 
terhadap pencapaian tujuan transisi energi menuju emisi nol bersih yang sebenarnya. 
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Tantangan dalam Mempercepat Pertumbuhan Energi Terbarukan untuk Pasokan Listrik 
Indonesia 

1. Peta jalan kebijakan yang ambigu dalam akselerasi energi ramah lingkungan 
Indonesia memulai upaya dekarbonisasi di sektor ketenagalistrikan pada tahun 

2022 dengan mengakhiri proyek pembangkit listrik batu bara 5 GW melalui penerbitan 
Perpres 112 Tahun 2022, yang bertujuan mempercepat pengembangan energi terbarukan 
untuk produksi listrik dan segera melakukan pensiun dini PLTU batu bara. Meskipun 
pemerintah Indonesia telah menyatakan komitmen untuk menghapus batu bara secara 
bertahap, saat ini tidak ada roadmap atau peta jalan yang jelas untuk mencapai tujuan 
tersebut. Padahal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah 
merencanakan penyusunan peta jalan untuk menjalankan amanat Perpres 112 Tahun 
2022 (Yuniza et al., 2023). Akan tetapi, ketiadaan ketentuan batas waktu maksimal bagi 
kementerian terkait untuk membuat peta jalan terperinci yang dituangkan dalam 
dokumen perencanaan sektoral justru menciptakan ketidakpastian penegakan hukum 
terkait tata kelola akselerasi energi yang ramah lingkungan (Adhinegara et al., 2024). 

Pasal 3 ayat (1) Perpres 112 Tahun memberi wewenang kepada pemerintah pusat 
untuk memerintahkan lembaga-lembaga di tingkat kementerian untuk membuat 
dokumen perencanaan sektoral yang memuat peta jalan pengembangan energi 
terbarukan dan penghentian PLTU yang dipercepat. Namun, apabila dinilai melalui 
hierarki Peraturan Perundang-undangan atau kebijakan, dokumen perencanaan sektoral 
yang dikeluarkan kementerian relatif lebih lemah dari peraturan setingkat Undang-
Undang sehingga durasi perubahan mungkin lebih pendek dan akan sering terjadi. Tidak 
diragukan lagi, masalah ini akan menjadi hambatan serius bagi masa depan Indonesia 
dalam merumuskan kebijakan energi baru terbarukan yang membutuhkan pemantauan 
ketat dari semua pihak yang terlibat. 

 
2. Kurangnya keterlibatan aktor kunci dalam persiapan peta jalan menuju penghapusan 

penggunaan batu bara 
Menurut Pasal 3 ayat (2) Perpres 112 Tahun 2022, Kementerian ESDM dapat 

mempersiapkan peta jalan yang disebutkan dalam ayat (1) pasal yang sama, tetapi hanya 
dapat dilakukan setelah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian 
BUMN. Apabila ditelaah lebih mendalam pada Pasal 3, tidak ditemukan ketentuan yang 
mendefinisikan cakupan pembahasan apa yang harus diselaraskan antar Kementerian 
terkait. Selain itu, entitas yang bertanggung jawab untuk mengembangkan peta jalan 
transisi energi adalah Kementerian ESDM setelah berkoordinasi dengan Menteri BUMN 
yang disebut sebagai menteri yang menangani urusan pemerintahan bidang badan usaha 
milik negara dan Menteri Keuangan yang disebut sebagai menteri yang menangani urusan 
pemerintah yang terkait dengan keuangan negara. Sementara itu, keterlibatan 
pemerintah setempat dan pemangku kepentingan lainnya tidak ditentukan. Hal ini 
menunjukkan bahwa pemerintah setempat dan pemangku kepentingan terkait lainnya 
belum turut dilibatkan dalam proses penyusunan peta jalan untuk secara bertahap 
mengurangi ketergantungan pada pembangkit listrik batu bara dan mulai beralih pada 
penggunaan pembangkit listrik energi terbarukan (Adhinegara et al., 2024). 

Kurang dilibatkannya aktor kunci yang terkoordinasi dalam rangka penyusunan 
peta jalan transisi energi juga tampak dari banyaknya variasi target emisi nol bersih pada 
tiap kebijakan dan yang dirumuskan oleh masing-masing Kementerian yang berbeda. 
Rencana Umum Energi Nasional memberikan target secara umum terkait bauran EBT 
minimum 23% dan 31% yang masing-masig direncanakan tercapai pada tahun 2025 dan 
2050 (Reyseliani & Purwanto, 2021). Selanjutnya, dalam tataran yang lebih teknis, target 
emisi nol bersih di tiap Kementerian berbeda-beda. Misalnya Kementerian Lingkungan 
Hidup dan kehutananan menargetkan pencapaian emisi nol bersih Indonesia di tahun 
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2070, Kementerian ESDM awalnya berencana untuk menargtkan Indonesia mencapai 
emisi nol bersih di tahun 2050, tetapi target tersebut telah diubah menjadi tahun 2060. 
Target emisi nol bersih Indonesia menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 
adalah tahun 2045, sementara Perusahaan Listrik Negara awalnya menargetkan target 
emisi nol bersih Indonesia akan dicapai pada tahun 2050, tetapi sekarang telah 
diperpanjang menjadi tahun 2060 (Umah, 2021).  

Dalam rangka mengembangkan kebijakan energi nasional yang kuat, koordinasi 
yang efektif antar lembaga dan kementerian yang berbeda diperlukan untuk menghindari 
tumpang tindih kebijakan dan memastikan keberhasilan pencapaian tujuan transisi 
energi yang ditargetkan. Implikasi yang timbul dari keberadaan berbagai problematika 
hukum dan tantangan dalam pembahasan sebelumnya, yakni sampai dengan tahun 2023 
bauran energi primer Indonesia masih didominasi oleh batu bara sebesar 39,69%, disusul 
minyak bumi sebesar 29,91%, gas alam sebesar 17,11%, dan EBT sebesar 13,29%. 
Persentase ketercapaian bauran EBT masih jauh di bawah target yang ditetapkan oleh 
RUEN, yakni direncanakan akan mencapai persentase 23% dari total bauran energi primer 
Indonesia pada tahun 2025 (Kementrian ESDM, 2024). Mengingat besarnya potensi 
kapasitas instalasi energi terbarukan di Indonesia sekitar 443 GW, seharusnya mudah saja 
dilakukan. Namun, Indonesia sekarang hanya menggunakan sebagian kecil dari kapasitas 
energi terbarukan dan menghadapi berbagai hambatan maupun masalah dalam mencapai 
tujuannya (Budiarto & Surjosatyo, 2021).  

 
KESIMPULAN 

Kebijakan energi nasional Indonesia yang bertujuan mencapai emisi nol bersih saat ini 
belum menunjukkan adanya sinkronisasi dengan kebijakan pemerintah lainnya. Perpres 112 
Tahun 2022 yang bertujuan untuk mempromosikan transisi ke energi terbarukan dan 
mempercepat pengakhiran secara bertahap terhadap pembangkit listrik batu bara, tidak 
memberikan kejelasan prosedur dan waktu sepsifik untuk penyusunan peta jalan yang harus 
diselesaikan oleh kementerian terkait. Masalah ini diperparah dengan dicanangkannya strategi 
pemerintah untuk mempromosikan program hilirisasi mineral yang mendorong para pelaku 
industri untuk membangun smelter-smelter baru demi memenuhi kebutuhan listrik industri 
mereka terutama yang bergantung pada energi dari PLTU batu bara. Pelaku industri 
mempertimbangkan tingkat efisiensi harga, karena batu bara tetap menjadi bahan bakar yang 
lebih hemat biaya dibandingkan dengan sumber energi alternatif lainnya. Selain itu, 
pembangunan PLTU batu bara yang masuk dalam proyek strategis nasional, seperti yang 
ditetapkan dalam RUPTL sebelum implementasi Perpres 112 Tahun 2022, juga diizinkan untuk 
berlanjut sampai masa operasionalnya berakhir secara alami. Indonesia menghadapi tantangan 
dalam menerapkan komitmen target emisi nol bersih karena kurangnya sinkronisasi antara 
kebijakan di sektor yang berbeda. Hal ini memperbesar tantangan bagi negara dalam mengelola 
sektor ketenagalistrikannya yang menjamin keadilan sosial dan ekonomi, tanpa mengabaikan 
aspek pelestarian lingkungan.  

Keberadaan Perpres 112 Tahun 2022 menimbulkan hambatan yang jelas karena kurang 
komprehensifnya ketentuan yang memberikan pengaturan sekaligus pedoman tata kelola energi 
terbarukan secara menyeluruh sehingga menimbulkan ambiguitas. Amanat penyusunan peta 
jalan transisi energi yang diuraikan dalam Perpres 112 Tahun 2022 tidak memiliki prosedur 
eksplisit dan seragam untuk diterapkan seluruh lembaga maupun kementerian terkait. 
Kegagalan kebijakan dengan tidak dicantumkannya jangka waktu maksimal bagi Kementerian 
ESDM untuk menyusun peta jalan menunjukkan bahwa pemerintah belum berkomitmen 
sepenuhnya dalam mencapai target emisi nol bersih Indonesia. Selain itu, tidak dilibatkannya 
aktor-aktor kunci dalam tata kelola energi terbarukan di Indonesia, serta kurangnya koordinasi 
di antara lembaga dan kementerian terkait berpengaruh dalam implementasi yang lebih luas 
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dan semakin menghalangi pemenuhan kewajiban untuk transisi ke sumber energi terbarukan 
yang ramah lingkungan. 

Penulis mengusulkan beberapa saran dan rekomendasi untuk mengatasi problematika 
hukum dan tantangan yang ditemukan dalam penelitian ini. Pertama, pemerintah harus 
menyinkronkan kebijakan lintas sektor untuk menghindari tumpang tindih aturan. Kedua, 
transisi energi harus diatur melalui Undang-Undang karena peraturan setingkat peraturan 
presiden saat ini tidak memiliki kepastian hukum yang cukup untuk menjadi pedoman tata 
kelola energi terbarukan nasional yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Selain itu, 
pemerintah juga perlu melibatkan pemangku kepentingan di luar kementerian dalam proses 
pembuatan peta jalan pemensiunan dini PLTU, seperti pemerintah daerah, masyarakat 
pengembang energi terbarukan, dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait erat dengan 
tata kelola energi terbarukan nasional. Dengan dilibatkannya seluruh aktor kunci terkait 
diharapkan upaya menuju transisi energi dapat dikoordinasikan dengan baik dan sungguh-
sungguh sehingga masyarakat yang terdampak, baik secara langsung maupun tidak langsung, 
mendapatkan pemecahan masalah yang tepat. Akademisi dan masyarakat harus turut mengawal 
kemajuan Indonesia menuju pencapaian target emisi nol bersih pemerintah untuk memastikan 
keberlanjutan lingkungan dalam jangka panjang dan menjamin ketersediaan energi yang andal 
bagi generasi mendatang. 
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